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Abstrak
 

Sebagai suatu implementasi e-Government, Modul Penerimaan Negara yang diluncurkan pada tanggal 2

Januari 2007 merupakan suatu kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk melakukan pencatatan

penerimaan negara. Modul Penerimaan Negara memiliki sistem yang terintegrasi dengan sistem perbankan

serta dengan adanya Central Database di Departemen Keuangan untuk transaksi penerimaan yang dapat

diakses oleh unit-unit terkait di lingkungan Departemen Keuangan. Modul Penerimaan Negara tidak hanya

bermanfaat bagi Pemerintah, namun dengan adanya fasilitas e-Banking dari pihak perbankan yang

berteknologi tinggi dan terpercaya akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan

kewajibannya kapan saja dan dimana saja. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai

suatu implementasi e-Government, bagaimana pelaksanaan penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN)

terkait dengan pelayanan kepada Wajib Pajak ? Apakah yang menjadi hambatan dalam pelayanan kepada

Wajib Pajak ? Apa yang menjadi pokok kebutuhan terkait adanya transaksi elektronik yang dilakukan oleh

Modul Penerimaan Negara ? Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Konsep dan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah gabungan konsep dan teori perpajakan,

pelayanan dan teknologi informasi. Wajib Pajak sebagai subjek dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

mengharapkan adanya pelayanan yang baik dengan menggunakan teknologi informasi. Penerapan Modul

Penerimaan Negara memberikan pengaruh yang sangat signifikan terkait pelayanan kepada Wajib Pajak.

Adanya hambatanhambatan yang terjadi dalam pelaksanaan membuat modul ini menjadi lebih baik lagi

sejalan dengan waktu. Kebutuhan akan aturan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan penerapan Modul

Penerimaan Negara menjadi suatu hal yang penting. Kepastian hukum terkait pelaksanaan transaksi

elektronik mendorong untuk segera disahkannya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dengan adanya kepastian hukum, Wajib Pajak akan merasa terlindungi dalam melakukan transaksi

elektronik dengan berpegang bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat menjadi alat

bukti yang sah. Saran yang disampaikan adalah bahwa segala sesuatunya memerlukan persiapan yang baik

sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan yang diperuntukan kepada masyarakat. Persiapan meliputi segala

hal mulai dari informasi untuk disosialisasikan, sumber daya manusia, hingga infrastruktur pendukung.

Dengan baiknya persiapan, maka kebijakan yang dikeluarkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

<hr><i>As an e-Government implementation, Modul Penerimaan Negara, established at January 2nd 2007,

is a Government Regulation which is purposed as a registering of state revenue. Modul Penerimaan Negara

has system integrated with banking system and Central Database at Finance Departement to register revenue

transaction that be accessed by other units in Finance Departement. Modul Penerimaan Negara is not only

useful to the Government, but with high techonlogy e-Banking facilities will give convenience to the citizen

in doing his duties anytime and anywhere. The main problems discussed in this research are : As an e-

Government implementation, How is the implementation of Modul Penerimaan Negara based on services to

the Tax Payers ? What are the obstacles on services to the Tax Payers ? What is the main necessity based on
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electronic transactions in the Modul Penerimaan Negara ? The research methodology applied is descriptive

methodology with qualitative approach. Concepts and theories that be used in this research are mixtures of

taxation, services and information technology theories. Tax Payer as a subject in doing his tax duty hopes

for good services with information technology base. Implementation of Modul Penerimaan Negara gives

very significant impact on services to the Tax Payers. The obstacles on its implementation make this module

getting better as time goes by. The needs of law and regulations that support the implementation of Modul

Penerimaan Negara are the important things. Law assurance based on electronic transaction pushes the legal

of the law of electronic information and transaction. By law assurance, Tax Payer will be protected in doing

his electronic transaction based on electronic information, document signature that can be as legal proving

tools. The suggestions is that everything needs a good preparation before the launched of civilization

regulations. The preparations are consist of all kind of needs start from information that be socialized,

human resources, and infrastructures. By good preparations, make regulations being useful for the

citizen.</i>


